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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah perlu mengatur Jenjang Nilai
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan:

@.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Balikpapan,

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALIKPAPAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.
2.
3.

(1)

Daerah adalah Kota Balikpapan.
Walikota adalah Walikota Balikpapan.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan yang telah ditetapkan sebagai Badan
Layanan Umum Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD RSUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja
pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah adalah
Direktur RSUD Balikpapan yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung
jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada
batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

5.

6.

7.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2

Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa,BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan
pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk pengadaan barang/jasa yangsumber dananya berasal dari:
a. Jasa layanan:
b. Hibah tidak terikat:
c. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain: dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan
terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasadari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
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(3) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Pengadaan Obat, dan
b. Pengadaan Alat bahan medis habis pakai (ABMHP).

(4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah
terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi
hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi
BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa BLUD RSUD, yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dan
disetujui oleh Walikota.

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 4

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a.

8.

efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum,
efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya,
transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui sccara luas oleh penyedia
barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat pada umumnya,
terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas:
bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan
barang/jasa,
adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional:
akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b.

d.

e.

f.

(2) Prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah,
proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
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BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan
berdasarkan jenjang nilai scbagai berikut:
a.

b.

pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti
perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan
oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSU) berdasarkan jenjang nilai yang diatur
sebagai berikut:
1. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa
Surat Pesanan (SP) dan kuitansi:

2. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti
perjanjian berupa Surat Pesanan (SP) dan kuitansi:

3. pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan
Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupaSurat Perintah Kerja (SPK).

pelelangan sederhana, dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milvar rupiah):
pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas
Rp1.000.000.000,00 (satu milvar rupiah):
penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
|. keadaan tertentu, yang meliputi:
a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan

waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda
untuk keselamatan /perlindungan masyarakat, termasuk:
1) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana
sosial:

2) Dalam rangka pencegahan bencana, dan/atau
3) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan

kegiatan pelayanan publik.
b) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu)

pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah
Daerah.

2. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah:
b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanva dapat dilaksanakan

dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia
yang mampu.

as
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 pesember 2017

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Xx
——.

DAUD ADE
NIP 19610806 149003 1 004
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